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Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dampak peningkatan kompetensi PNS 

terhadap pelaksanaan layanan publik guna mendukung kebijakan 

reformasi birokrasi Indonesia. Metode kajian literatur merupakan 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Artikel 

ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana urgensi Pendidikan 

bagi Pegawai Negeri Sipil? (2) Bagaimanakah dampak pendidikan 

Pegawai Negeri Sipil bagi reformasi birokrasi Indonesia? Berdasarkan 

hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kualitas sumber 

daya pegawai perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme. Kualitas sumber daya pegawai yang tinggi akan bermuara 

pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugasnya. 

Terdapat urgensi pendidikan bagi PNS yaitu untuk peningkatan 

kompetensi, pemenuhan syarat jabatan, pengembangan karier, mengurangi 

kesejangan kompetensi serta memenuhi kebutuhan SDM yang handal. Hal 

ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi Indonesia yang menekankan 

pada mutu pelayanan yang baik. Keterampilan PNS yang memadai sangat 

krusial bagi keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia, mengingat PNS 

merupakan garda terdepan bagi implementasi kebijakan pemerintah dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Pendidikan dapat mengembangkan 

kompetensi PNS, sehingga PNS yang berkompetensi unggul akan 

membawa keberhasilan bagi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. 

  Keywords: Pendidikan; Pegawai Negeri Sipil; Reformasi Birokrasi 

  

(*) Corresponding Author: Prasetyono, hen.dro23@yahoo.com 

  

How to Cite: Mulyaningrum, V. D., Purnama, S., & Prasetyono, H. (2025). URGENSI PENDIDIKAN 

BAGI PNS INDONESIA. Research and Development Journal of Education, 11(1), 310-319. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Ada beberapa jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, 

dan pendidikan informal. Pendidikan formal identik dengan pendidikan yang terstuktur 

dan memiliki jenjang serta dilaksanakan secara sistematik. Jenis pendidikan ini yang 

umumnya dilaksanakan secara formal dan bagi lulusannya akan mendapatkan ijazah yang 

resmi dari negara. Jenjang pendidikan formal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat 

Indonesia adalah tingkat dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi. Jenis berikutnya 

yaiitu pendidikan nonformal. Tentu dari istilahnya saja sudah bisa diartikan bahwa 

pendidikan ini dilaksanakan diluar pendidikan resmi tetapi masih berlangsung secara 

terstruktur dan dimungkinkan memiliki jenjang yang disesuaikan dengan kondisi atau 

kebutuhan. Pendidikan nonformal yang sering kita jumpai di masyarakat antara lain 

adalah pelatihan, majelis taklim, lembaga khusus dan taman penitipan anak. Jenis yang 

ketiga adalah pendidikan informal yang disebut juga pendidikan keluarga. Pendidikan ini 

terjadi dilingkungan terdekat atau lingkungan keluarga. Pendidikan informal ini biasanya 

mengajarkan kita sopan santun, budi pekerti, adab, moral serta etika. 
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Hal terkait pendidikan bisa kita pahami sebagai sesuatu yang penting dan perlu 

menjadi perhatian bersama mengingat bahwa dengan adanya pendidikan dapat 

membentuk kepribadian manusia. Ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan fungsi pendidikan 

sebagai proses untuk mengembangkan kemampuan seseorang serta wadah untuk 

membentuk watak. Sehingga tujuan pendidikan dalam proses mengembangkan 

kemampuan seseorang menjadikan manusia menjadi mandiri dan bertanggungjawab 

terhadap kehidupannya tetapi tetap memegang teguh terhadap ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Pendidikan mampu mencerdaskan manusia, dapat menjadikan manusia lebih 

bermartabat sehingga akan mencetak generasi yang hebat. Ada istilah bawah pendidikan 

merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan menjadikan 

manusia yang lebih humanis dengan berfokus pada penemuan potensi diri. Basis 

pendidikan tidak hanya pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bermuara pada 

pengembangan diri, sikap, dan perilaku yang baik untuk menjalankan kehidupan yang 

diperoleh dari pengalaman belajar (Mentari, 2020). 

Jika kita perhatikan betul esensi dari pendidikan, ternyata pendidikan mampu 

menjadikan manusia memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Dalam kehidupan, 

pendidikan dapat mengembangkan cara pandang seseorang untuk menyelesaikan 

masalah. Adanya pendidikan membuat kita dapat berpikir terkait pemecahan masalahan 

dan memilih beberapa solusi dari permasalahan yang ada. Ini menjadikan manusia tidak 

merasakan kebingungan dalam menentukan langkah terbaik bagi kehidupannya karena 

pendidikan akan mampu menunjukkan gambaran yang jelas terkait sebuah masalah 

(Supriyanto & Isbandiah, 2023) 

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan 

SDM yang unggul yang tidak hanya mampu bersaing secara sehat tetapi juga ramah 

terhadap orang lain. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun dan membangun martabat bangsa, 

dan menumbuhkan dan mengembangkan potensi individu. Pendidikan juga penting untuk 

kehidupan secara keseluruhan, seperti meningkatkan karir dan pekerjaan, memberikan 

kemampuan untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja, dan 

membantu orang menjadi lebih baik di tempat kerja. karena pendidikan yang berkualitas 

dapat membantu kita sebagai manusia mewujudkan impian. Pendidikan menjadikan 

manusia mampu berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, dan 

mengambil sebuah keputusan (Nurkholis, 2013).  

Pengembangan kompetensi diri tidak menjadi satu-satu fokus dari pendidikan. 

Pendidikan juga tidak hanya untuk menemukan potensi diri dan dikembangkan agar dapat 

meningkatkan karir dalam pekerjaan tetapi yang terpenting dari sebuah pendidikan adalah 

bagaimana kita dapat menjadi manusia yang beradab. Manusia yang beradap memiliki 

etika, sopan santun, bijaksana, dan bertanggungjawab (Latifah, 2024). 

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang paling berharga yang dimiliki oleh 

suatu organisasi. Indonesia juga memiliki SDM yang mendukung roda pemerintahan, 

SDM tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS yang berkeja di lembaga 

pemerintahan bertugas memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. PNS memiliki 

peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan 

tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional dengan fokus pada implementasi 

kebijakan. Upaya mewujudkan pemerintahan yang mampu bersaing di era revolusi 

industri ini diperlukan langkah pengembangan PNS. Pengembangan ini sebagai proses 

dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi PNS dalam rangka meningkatkan 
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kinerjanya. Pengembangan PNS juga merupakan upaya dalam mendukung terlaksananya 

visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Mahardhika et al., 2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana urgensi pendidikan bagi 

PNS? 2) Bagaimana dampak Pendidikan PNS bagi reformasi birokasi di Indonesia? 

 

 

LITERATURE REVIEW 

 

1. Pentingnya Pendidikan bagi Manusia 

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi diri seseorang untuk 

menjalani kehidupannya dan mengiringi proses pengembangan diri. Proses pendidikan 

menjadi sangat penting karena pendidikan mampu manjadikan manusia menjadi 

seseorang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pendidikan 

pertama kalinya tentu bisa didapatkan dari lingkungan terdekat yaitu keluarga yang 

kita kenal sebagai pendidikan informal. Pendidikan informal ini memiliki peranan 

penting bagi terbentuknya adab seseorang. Pendidikan dan pembentukan manusia 

yang beradap merupakan hal yang berhubungan erat (Fau et al., 2023). 

Manusia yang berpendidikan artinya manusia tersebut sedang berusaha untuk 

mengembangkan dirinya dengan sumber nilai sosial dan budaya yang ada 

dilingkungannya. Perkembangan diri manusia dengan jalur pendidikan membuat 

cakrawala pengetahuan manusia menjadi luas sehingga manusia tersebut bisa berpikir 

dan bertindak untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan (Latifah, 

2024). Sejatinya pendidikan seutuhnya harus dipenuhi oleh manusia sebagai langkah 

untuk memperbaiki serta meningkatkan kehidupannya sendiri maupun kehidupan 

berbangsa dan bernergara. Bisa dipahami bahwa upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampialan dan pembentukan sikap bisa diperoleh dari proses belajar 

melalui pendidikan. Sehingga manusia mampu bertahan dikehidupannya dan tujuan 

kehidupannya bisa tercapai (Ladaria et al., 2020). 

Terdapat konsep lain yang disampaikan oleh Nasution (2004) yang berasumsi 

bahwa pendidikan mampu memberikan jalan untuk memperoleh sebuah kedudukan 

yang lebi tinggi di masyarakat. Nasution (2004) juga mengkaitkan pendidikan dengan 

tujuan hidup seseorang dimana seseorang yang memperoleh pendidikan tinggi dia 

memiliki probabilitas lebih untuk mendapatkan strata sosial lebih tinggi. Pendidikan 

memberikan kesempatan seseorang untuk naik kelas golongan kehidupan di 

masyrakat.  

Pada zaman yang penuh dengan tantangan serta persaingan yang ketat ini 

pendidikan memberikan modal sehingga bisa melewatinya. Banyak hal yang bisa kita 

peroleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal 

memberikan pengetahuan dan keahlian, namun amat disayangkan warga negara masih 

ada yang belum sadar akan pentingnya pendidikan dalam keberlangsungan hidupnya 

(Ladaria et al., 2020). Pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia 

karena pendidikan bisa berpengaruh terhadap pendapatan manusia. Peningkatan 

pendapatan yang diperolah bagi manusia berpendidikan dikarenakan pendidikan 

menjadikan seseorang lebih produktif. Kemampuan menghasilkan sesuatu yang secara 

maksmila terjadi akibat seseorang memiliki wawasan yang luas (Nurkholis, 2013). 

 

2. Pendidikan bagi PNS  

Seorang PNS setidaknya harus memiliki tiga jenis kompetensi. Tiga kompetensi 

yang harus dipenuhi oleh PNS adalah kompetensi teknis, manajerial, serta kompetensi 

sosial kultural. Kompetensi tersebut bisa dikembangkan oleh PNS dengan berbagai 
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cara, misalkan kompetensi teknis bisa dikembangkan dengan mengikuti sebuah 

pelatihan. Kompetensi teknis bisa dilihat dari seseorang melaksanakan tugasnya secara 

teknis dan ini biasanya berkembang seiring dengan pengalaman kerjanya. Kompetensi 

selanjutnya adalah manajerial yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan, keahlian 

dalam mengatur, dan juga memimpin sebuah organisasi. Kompetensi yang tidak kalah 

penting adalah sosial kultural yang bisa dilihat dari aktivitas PNS dalam hubungan 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kompetensi ini sangat dibutuhkan 

oleh PNS agar bisa tetap bisa berkarya di era industri 4.0 (Johannes, et al., 2022). 

Diklat yang menjadi salah satu kegiatan dalam pemenuhan kompetensi pegawai 

yang dijadikan sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai 

dengan tujuan peningkatan kinerja. Selain berorientasi pada kecakapan teknis yang 

dikembangkan melalu jalur diklat, diklat juga dilaksanakan untuk bisa 

mengembangkan kemampuan kognitif dan juga nilai diri seorang pegawai. Diklat ini 

sangat dibutuhkan pegawai dan bagi organisasi yang ingin berkembang harus 

memikirkan rencana diklat pagi pegawainya. Analisis kebutuhan diklat bagi pegawai 

dirasa penting agar masing-masing pegawai secara berkala dapat mengembangkan diri 

sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kinerja pegawai dalam menjalankan 

tugasnya (Rezita, 2015). 

Disebutkan di atas bahwa dalam mengembangkan kompetensi teknis bisa 

dilakukan dengan mengikuti sebuah pelatihan. Kemampuan teknis seseorang bisa 

tercermin pada kemampuannya bekerja di organisasi. Kecepatan bekerja seseorang 

terbentuk karena keahlian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kecepatan 

ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi seseorang yang mau terus mengembangkan 

keahliannya. Pelatihan yang menjadi langkah untuk mengasah kemampuan teknis 

pegawai ini diharapkan dapat menjadikan pegawai bisa bekerja dengan kuantitas yang 

maksimal, kualitas yang terbaik (Yohani et al., 2014). 

Istilah pendidikan dan pelatihan (diklat) sering dikaitkan dengan pemenuhan 

keahlian, keterampilan dan sikap seorang PNS dalam menjalankan tugasnya sehingga 

bisa menjadi pegawai yang profesional bekerja secara efektif dan efisien tanpa 

mengesampingkan etika yang ada (Basri & Johannes, 2022). Banyak tujuan yang dari 

kegiatan diklat bagi PNS selain dapat mengembangkan keahlian dan keterampilannya 

juga bisa menjadikan PNS menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan 

pekerjaannya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Tujuan lain yang ingin 

didapatkan dari sebuah pelaksanaan diklat adalah menyamakan visi misi dalam 

menjalankan tugas sehingga PNS dapat melaksanakan tugas dengan baik demi 

mewujudkan tata kelolaan pemerintah yang baik (Adilansyah, 2021). 

 

 

METHODS 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan 

mengumpulkan bahan pustaka untuk dijadikan bahan dalam melakukan pembahasan 

(Halek, 2018). Bahan pustaka yang digunakan bersumber dari buku, jurnal yang telah 

dipublikasikan, karya ilmiah seperti skripsi dan juga peraturan pemerintah untuk 

mendukung penelitian ini (Mardalis,1999). Hasil akhirnya dari kajian literatur yang 

digunakan ini agar bisa terkumpul refrensi yang berguna secara langsung dan ada 

keterkaitan dengan rumusan permasalahan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah 1) melakukan identifikasi masalah dan menentukan topik penelitian, 2) mencari 

literatur yang relevan, 3) melakukan sintesis dan analisis informasi yang diperoleh dari 

berbagai literatur, 4) melakukan penyusunan kajian pustaka. 
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RESULTS & DISCUSSION 

 

Results 

 

1. Urgensi Pendidikan bagi Karir PNS 

Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi keberhasilan 

suatu organisasi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan menunjukkan 

sebuah kemampuan yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sehingga bisa 

dikatakan sebagai pegawai yang professional. Peningkatan kualitas ini tentu harus 

direncanakan dengan baik dan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pegawai 

dengan kualitas yang baik akan memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pemenuhan sumber daya manusia yang 

berkualitas ini bisa dilakukan antara lain dengan memberikan diklat bagi pegawai 

tersebut. Memiliki sumber daya manusia (SDM) tentunya merupakan investasi jangka 

panjang untuk organisasi sehingga pengembangan kualitas SDM perlu menjadi catatan 

tersendiri bagi perencanaan pengembangannya. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan Basniaty et al. (2023) menjelaskan bahwa jika organisasi ingin maju dan 

berhasil maka organisasi harus siap untuk memberikan pendidikan bagi pegawainya 

demi untuk pegawai itu sendiri maupun untuk kepentingan organisasi.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil menjelaskan adanya persyaratan pendidikan formal maupun nonformal bagi 

seorang PNS yang berkedudukan baik itu Jabatan Fungsional (JF) maupun Jabatan 

Pimpinan Tinggi (JPT). Persyaratan tersebut dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 1. 

Peryaratan Pendidikan pada Jenjang Jabatan PNS 

Jenjang 

Jabatan 

Persyaratan Pendidikan 

Formal 

Persyaratan Pendidikan 

Nonformal 

JPT Utama memiliki kualifikasi 

pendidikan paling rendah 

sarjana atau diploma IV 

memiliki Kompetensi Teknis, 

Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial Kultural 

sesuai standar kompetensi 

Jabatan yang ditetapkan 

JFT Madya 

JFT Pratama 

JF Keahlian berljazah paling rendah 

sarjana atau diploma IV 

sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang dibutuhkan 

- 

JF 

Keterampilan 

berijazah paling rendah 

sekolah lanjutan tingkat atas 

atau setara sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan yang 

dibutuhkan 

- 

 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan diri PNS bisa dilakukan 

menggunakan cara pengembangan talenta atau karier, dan atau pengembangan 

kompetensi. Ini menjelaskan pula bahwa bagi PNS pengembangan kompetensi yang 
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dilakukan adalah upaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan kompetensinya yang 

disesuaikan dengan standar kompetensi masing-masing jabatan dan juga dikaitkan 

dengan pengembanagn diri bagi karier PNS. Jika diamati pada Tabel 1 maka terlihat 

jenjang pendidikan PNS ternyata berpengaruh terhadap karir pegawai negeri sipil. 

Selain itu juga bisa dipahami bahwa hakikat pendidikan formal merupakan syarat 

menduduki jabatan tertentu. 

Jelaslah bahwa pegawai negeri sipil sebagai Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Pegawai ASN hendaklah memenuhi persyaratan untuk memegang 

suatu jabatan. Oleh karena itu terhadap pegawai negeri perlu adanya peningkatan 

sumber daya agar pegawai tersebut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Salah satu peningkatan sumber daya pegawai negeri adalah melalui 

pengembangan dan pembinaan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme 

pegawai dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Fara, 

2018). 

Pendidikan juga memiliki pengaruh bagi pangkat jabatan seorang PNS. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Pada pasal 14 

dijelaskan bahwa seorang PNS yang memiliki jabatan fungsional apabila mendapatkan 

ijazah dari pendidikan formal yang lebih tinggi maka pegawai tersebut akan 

mendapatkan tambahan Angka Kredit dengan besaran 25 % yang kalikan dengan 

Total Angka Kredit Kumulatif yang dipakai untuk kenaikan pangkat sesuai jenjangnya 

dan digunakan sebanyak 1 (satu) kali penilaian. Tambahan angka kredit inilah 

mengartikan bahwa ijazah pendidikan formal akan membuat PNS mendapatkan angka 

kredit lebih banyak dibandingkan PNS yang tidak memiliki ijazah Pendidikan formal.  

Pada pelaksanaan percepatan transformasi sumber daya manusia aparatur dapat 

dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis 

kompetensi. Pengembangan PNS berbasis kompetensi bisa dilakukan dalam bentuk 

Pendidikan. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan 

memilki tujuan untuk menghapus kesenjangan yang terjadi karena adanya gap anatara 

standar kompetensi dengan persyaratan jabatan PNS yang hendak mengisi suatu 

jabatan, selain itu tujuan lain pendidikan bagi seorang PNS adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan 

menunjukan kinerja yang professional.  

Dari pembahasan, bisa diketahuin bahwa urgensi Pendidikan bagi Pegawai 

Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 

Urgensi Pendidikan bagi PNS 

Urgensi Kegunaan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Pendidikan formal dan nonformal (seperti diklat) 

membantu PNS meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik.  
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Memenuhi Syarat 

Jabatan 

Kenaikan pangkat mensyaratkan kualifikasi 

pendidikan tertentu. Pendidikan formal dapat 

memenuhi syarat ini, sehingga PNS dapat 

memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan 

yang lebih tinggi.  

Pengembangan Karier Pendidikan formal dan nonformal merupakan jalur 

penting untuk pengembangan karier 

PNS. Peningkatkan kompetensi dan pemenuhan 

syarat jabatan dapat meningkatkan peluang PNS 

untuk mendapatkan promosi dan jabatan yang 

lebih tinggi 

Kesenjangan 

Kompetensi 

Pendidikan membantu mengurangi kesenjangan 

antara kompetensi PNS yang ada dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu sesuai 

kebutuhan organisasi 

Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia 

Pendidikan formal dan nonformal juga membantu 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang 

memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

pengembangan organisasi 

 

2. Dampak Pendidikan PNS bagi Reformasi Birokrasi Indonesia 

PNS yang mengambil peran penting bagi pelaksanaan program pemerintah 

merupakan bagian dari yang kita kenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS 

menjadi penting karena sering dikaitkan dengan kedudukannya dalam sebuah jabatan 

yang ada pemerintahan. Jabatan yang dipangku oleh PNS ini erat hubungannya 

dengan keberhasilan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 

bermuara pada tercapainya tujuan nasional (Tjandra, 2013). PNS yang memiliki peran 

penting ini tentunya perlu didukung dengan kecakapannya dalam menjalankan 

tugasnya. Kecapakan dalam menjalankan tugas akan berpengaruh pada mutu SDM 

aparatur. Langkah nyata dalam memperoleh mutu aparatur yang baik dengan 

memberikan pelatihan khusus. Peningkatan keterampilan pegawai tentu memiliki 

korelasi terhadap terpenuhinya target. Pengembangan aparatur juga dibuat lebih 

dinamis agar bisa menghadapi berbagai tantangan dunia (Fara, 2018). 

Aparatur yang memiliki mutu yang baik akan bekerja secara professional 

dengan wawasan dan keterampilan yang dimilikinya. Kecakapan ini akan menetukan 

keberhasilan dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang selalu berkembang 

sesuai dengan perubahan zaman dan tututan grobal (Fara, 2018). Urgensi pemberian 

diklat tidak hanya untuk kepentingan pribadi aparatur melainkan juga untuk 

kepentingan organisasi. Peningkatan keterampilan dengan jalur diklat tadi akan 

membuat aparatur menjadi lebih produktif dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Produktivitas yang dihasilkan ini tentunya akan membawa keuntungan bagi organisasi 

dimana aparatur yang bisa bekerja secara efektif dan efisien (Fara, 2018). 

Terselenggaranya sistem pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan yang berhasil ditunjang dengan kemampuan dan pengalaman aparatur 

dalam menajalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Sasmita (2012). Sebagai abdi negara sekaligus tulang punggung pelaksanaan program 

pemerintah harus senantiasa siap untuk berkembang, meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik Syabrus & 

Riadi (2009). Upaya meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan kepada 
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publik harus diiringi dengan peningkatan kompetensi aparaturnya (Johannes, 2019). 

PNS yang memiliki kompetensi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sebagimana hasil penemuan dari Setiadi (2018) bahwa kompetensi 

PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. 

Keterampilan PNS yang memadai sangat krusial bagi keberhasilan Reformasi 

Birokrasi di Indonesia, mengingat PNS merupakan garda terdepan bagi implementasi 

kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga keterampilan 

yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetia (2019) bahwa terdapat peningkatan 

kompetensi bagi aparatur baik ditingkat pusat maupun daerah dinilai memegang 

peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik.  

Reformasi birokrasi diarikan sebagai suatu langkah penting dalam memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia (Wirawan & Tjenreng, 2025). 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dwiyanto (2019) yang menyebutkan 

bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Dampak kompetensi PNS terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dilihat 

pada Tabel 3 berikut ini:  

 

Tabel 3. 

Dampak Kompetensi PNS terhadap Reformasi Birokrasi 

Unsur Dampak 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

PNS yang kompeten mampu memberikan pelayanan 

yang lebih berkualitas, cepat, dan efisien kepada 

masyarakat 

Peningkatan Produktivitas 

dan Efisiensi 

Keterampilan yang tepat akan membantu PNS bekerja 

lebih efektif dan efisien, sehingga produktivitas 

meningkat dan beban kerja berkurang 

Peningkatan Akuntabilitas 

dan Integritas 

PNS yang kompeten cenderung lebih bertanggung jawab 

dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan 

tugasnya, sehingga mengurangi potensi korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang 

Mendukung Implementasi 

Kebijakan 

Keterampilan yang sesuai dengan bidang tugas akan 

membantu PNS dalam mengimplementasikan kebijakan 

pemerintah dengan baik dan efektif 

Meningkatkan 

Kepercayaan Publik 

Pelayanan publik yang berkualitas dan efisien akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan birokrasi 

Adaptasi terhadap 

Perubahan 

Keterampilan yang terus ditingkatkan akan membantu 

PNS beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, 

sehingga birokrasi tetap relevan dan efektif.  

Meningkatkan 

Profesionalisme 

Keterampilan yang memadai akan meningkatkan 

profesionalisme PNS dalam menjalankan tugasnya, 

sehigga pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan 

terstandarisasi 

 

Reformasi birokrasi akan berhasil jika PNS yang menjadi bagian penting dalam 

proses pelayanan publik memiliki kompetensi unggul dan berkinerja baik, sehingga 

pengembangan keterampilan PNS menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Hal ini 

didukung dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang 



Mulyaningrum, Purnama, & Prasetyono (2025) 

Reseacrh and Development Journal of Education, 11(1), 310-319 

- 318 - 

 

 

 

 

Aparatur Sipil Negara bahwa PNS yang menjadi bagian dari ASN diminta untuk wajib 

melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilakukan secara 

berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

 

 

CONCLUSION 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian di atas adalah:  

1. Terdapat urgensi pendidikan bagi PNS yaitu untuk peningkatan kompetensi, 

pemenuhan syarat jabatan, pengembangan karier, mengurangi kesejangan kompetensi 

serta memenuhi kebutuhan SDM yang handal.  

2. Pendidikan dapat mengembangkan kompetensi PNS, sehingga PNS yang 

berkompetensi unggul akan membawa keberhasilan bagi pelaksanaan kebijakan 

reformasi birokrasi. 
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